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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto dilaksanakan berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan 

Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan 

Kinerja.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem 

akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan 

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good 

governance serta alat kontrol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna 

kesejahteraan masyarakat. 

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mojokerto, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa 

Sekretariat Daerah 

Kedudukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem Pemerintahan 

Kabupaten Mojokerto adalah sebagai salah satu unsur staf Sekretaris Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.  

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
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pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

mempunyai fungsi: 

a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan 

barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan 

dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan. 

1.3. Susunan Organisasi 

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/505/HK/416-012/2021 tentang Tugas 

Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa terdiri 3 (tiga) Sub-Koordinator yaitu: 

1. Sub-Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

2. Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

3. Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah aparatur dalam organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 21 

orang PNS dan 1 orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto 

No. Keterangan Jumlah 

1. Pejabat Eselon III 1 

2. Fungsional PPBJ Muda 6 

3. Fungsional PPBJ Pertama 9 

4. Pelaksana 5 

5. Tenaga Harian Lepas 1 

Jumlah 22 
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Tabel 1.2 

Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 

No. Keterangan Jumlah 

1. Strata – 2 2 

2. Strata -1  18 

3. Diploma - 3 2 

Jumlah 22 

 

b. Struktur Organisasi 

 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah terdapat tiga Sub-Koordinator. Masing-masing Sub-Koordinator dipimpin oleh Kepala 

Sub-Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah. Adapun tugas masing-masing Sub-Koordinator dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sub-Koordinator Penglolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 

a. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 

b. melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa; 

c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa; 

d. menyusun dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung 

lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 

e. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa; 

f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;  

g. menyusun perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa 

KEPALA 
BAGIAN PBJ

Sub- Koordinator
Pembinaan Dan 

Advokasi

Sub-koordinator

Pengelolaan
Pengadaan

Sub-koordinator 
Pengelolaan LPSE Fungsional PPBJ Pelaksana

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto 
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2) Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

a. melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa 

(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan 

infrastrukturnya; 

b. melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 

c. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi pengadaan barang/jasa; 

d. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 

e. melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); 

f. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada 

masyarakat luas; 

g. melakukan pengelolaan informasi kontrak; 

h. melakukan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; 

i. melakukan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 

elektronik; 

j. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan 

seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem 

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, Sistem Informasi Kinerja Penyedia 

(SIKaP); 

k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa 

3) Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, 

terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ; 

b. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; 

c. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; 

d. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; 

e. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup pemerintah dan desa; 

f. melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 

g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan dan Perjanjian Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan dan Perjanjian Kerja 

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui 

Kebijakan Operasional Strategis, Program dan Kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan. 

2.1. Rencana Strategis 

1. Visi 

Suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang 

konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Untuk itu 

langkah awal yang harus ditempuh adalah penentuan visi, misi dan tujuan 

organisasi. 

Visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 adalah : 

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui 

Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. 

Dengan visi diatas, keberadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari Sub-Koordinator Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa, Sub-Koordinator Pengelolaan LPSE  dan Sub-

Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, harus mampu 

mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui 

Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 

berorientasi pada pencapaian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan 

nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. 

2. Misi 

Sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 

2021 - 2026, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengemban Misi Ketiga 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dan Optimalisasi Penerimaan 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber 

Pendapatan Daerah”, melalui: 
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a. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa kepada Perangkat Daerah, yang lebih 

transparan, terbuka, dan kompetitif; 

b. Pengelolaan Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; 

c. Kematangan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia 

pengadaan barang dan Jasa. 

3. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan  

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi guna 

mewujudkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam 

kerangka perencanaan strategik tujuan akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. 

Berdasarkan misi ketiga yang diemban Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa, maka penjelasan ke dalam tujuan yaitu “Mewujudkan Integritas 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten 

Mojokerto”, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, 

terbuka, dan kompetitif; 

2. Terwujudnya standarisasi pengelolaan SPSE; 

3. Terwujudnya kematangan kelembagaan dan penguatan sumber daya 

manusia Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Sasaran 

Sasaran organisasi adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Dengan 

kata lain, sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh 

karena itu sasaran yang ditetapkan akan memberikan fokus untuk 

menyusun program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan 

tercapai. 

Berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang akan diwujudkan dalam kurun 

waktu sampai dengan 5 tahun mendatang periode tahun 2021-2026, 

ditetapkan sebagai berikut: “Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi 

Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa”, dengan indikator 

capaian: “Maturitas Penerapan UKPBJ”. 

4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor 

terpenting dalam proses perencanaan strategik, sebab strategi menetapkan cara 

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara tersebut 

merupakan suatu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya 
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dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan 

kebijaksanaan, tujuan organisasi secara operasional dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan 

lingkungan yang dihadapi. 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan strategi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 

dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Strategi dan Kebijakan 

NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 

1 Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Pengadaan 

barang dan Jasa 

Pengelolaan Proses Pengadaan Berbasis 

SOP Pengadaan Barang dan Jasa 

2 Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Pelayanan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Secara Elektronik 

Pengelolaan Penggunaan Sistem 

Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa 

3 Mengoptimalkan 

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengembangan SDM yang 

Mempertimbangkan Peningkatan 

Kapasitas / Kompetensi SDM Pengelola 

Pengadaan Barang dan Jasa 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Bagian PBJ Tahun 2022 

Perjanjian Kinerja (PK) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang telah disusun diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya Fasilitasi 

dan Koordinasi Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah 

Maturitas Penerapan Unit 

Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Level 2 

2. Terwujudnya Tata Kelola 

Birokrasi Perangkat 

Daerah 

Nilai Reformasi Birokrasi 

Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Kategori A 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

  Nilai SAKIP Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Kategori A 

  Persentase Indikator Program 

Perangkat Daerah yang 

tercapai Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa 

100% 

  Persentase Realisasi Anggaran 

Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa 

90% 

  Indeks Profesionalitas ASN 

Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Kategori Tinggi 

3. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Inovasi yang 

berkelanjutan Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Inovasi 

 

2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 

Dengan memperhatikan kinerja spesifik, terukur sebagai standar keberhasilan, 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dapat direalisasikan dalam waktu relatif pendek, 

dan juga untuk mendukung Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah 

dibuat maka Rencana Kegiatan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dimulai setelah 

penetapan anggaran Tahun 2022 dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa,  Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut ini merupakan Program dan Anggaran Bagian PBJ Setda 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 

Tabel 2.3 

Program dan Anggaran 

No. Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Anggaran 

1. Program Perekonomian 

dan Pembangunan/ 

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dam Jasa 

Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Rp. 385.000.000,00 

Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik 

Rp. 100.000.000,00 

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Rp. 100.000.000,00 

TOTAL ANGGARAN Rp. 585.000.000,00 

Untuk mengukur kinerja Sub Kegiatan tersebut dengan mencermati indikator input berupa 

anggaran  sebesar Rp. 585.000.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan 
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tujuan untuk menunjang pelaksanakan Proses Pengadaan barang/jasa seluruh OPD yang 

berbasis LPSE serta pembinaan terhadap pelaku Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. 

2.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah  Kabupaten Mojokerto mengacu pada Dokumen Rencana Strategis 

diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 

No. Sasaran Strategis Indikator  Target 

1. Meningkatnya Fasilitasi 

dan Koordinasi Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah 

Maturitas Penerapan 

UKPBJ 

Level 2 

Persentase pengadaan 

yang dihasilkan melalui 

UKPBJ 

97% 

Jumlah waktu 

pemenuhan kebutuhan 

operasional LPSE 

12 bulan 

Jumlah peserta yang 

mengikuti pembinaan 

Pengadaan Barang dan 

Jasa 

100 peserta 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, dan tujuan perangkat daerah yang tertuang 

dalam rumusan perencanaan strategisnya. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang 

tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi 

birokrasi. 

Berdasarkan Perencanaan Strategik Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, strategi pencapaian tujuan dan sasaran 

diuraikan dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang ditempatkan 

pada Sub-Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub-Koordinator Pengelolaan 

Layanan Pengadaan Barang secara elektronik dan Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa. 

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi dilakukan penilaian kinerja Tahun 2022, 

Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator 

kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), 

output (keluaran), outcome (hasil). 

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diemban Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan 

menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Tahun 2022 yang telah disusun dan diuraikan pada Bab sebelumnya, pada Bab ini diuraikan 

Pencapaian Kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja tersebut. Berikut ini dijelaskan 

Capaian Kinerja yang telah dicapai oleh Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto. 

Tabel 3.1 

Pencapaian Kinerja Bagian PBJ Tahun 2022 

No. Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Maturitas 

Penerapan Unit 

Level 2 

  

Level 2  

 

100% 
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No. Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa 

2. Terwujudnya 

Tata Kelola 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah 

Nilai Reformasi 

Birokrasi Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Kategori A 77,40 

(Kategori 

BB) 

80 % 

  Nilai SAKIP 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Kategori A 86,06 

(Kategori A) 

100 % 

  Persentase 

Indikator 

Program 

Perangkat 

Daerah yang 

tercapai Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

100 % 99 % 99 % 

  Persentase 

Realisasi 

Anggaran Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

90% 93% 100 % 

  Indeks 

Profesionalitas 

ASN Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Kategori 

Tinggi 

82,33* 

(Kategori 

Tinggi) 

*Hasil 

Penilaian IP 

ASN 2021 

karena IP 

ASN 2022 

masih dalam 

100% 
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No. Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

proses dan 

baru akan 

dirilis di 

pertengahan 

tahun 2023 

3. Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah Inovasi 

yang 

berkelanjutan 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

1 Inovasi 1 Inovasi 100% 

 

Perbandingan realisasi kinerja disajikan pada tabel 3.2. Data yang digunakan dalam pengisian 

tabel 3.2 diperoleh dari: 

1. Tingkat Maturitas UKPBJ diperoleh dari Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan 

(ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2022 

yang terdapat pada Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP. 

2. Nilai Reformasi Birokrasi diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah & Bagian di Setda Tahun 2022 

3. Nilai SAKIP diperoleh dari: 

• Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2022 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor 705/2376/416-060/2022 

• Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 

705/1846/416-060/2021 

• Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 

X.700.03/99/416-060/2020 

4. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa diperoleh dari Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat 

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, Periode Pelaksanaan Triwulan 4. 

5. Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh dari 

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup 

Kabupaten/Kota, Periode Pelaksanaan Triwulan 4. 
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6. Data Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh dari 

Listing Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 Pemerintah Kab. Mojokerto. 

7. Inovasi yang dihasilkan oleh Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto adalah 

pengembangan aplikasi Vendor Management System (VMS). 

Tabel 3.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja 

No

. 

Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi 

2020 2021 2022 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Dalam 

Penyelenggaraa

n Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Maturitas 

Penerapan 

Unit Kerja 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Level 2 Level 2 Level 2 

(nilai 4,44)  

Level 2 

(nilai 

35,6) 

2. Terwujudnya 

Tata Kelola 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah 

Nilai 

Reformasi 

Birokrasi 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Kategori 

A 

- 

*Nilai RB 

pada tahun 

ini 

mengikuti 

Nilai 

Sekretariat 

Daerah 

- 

*Nilai RB 

pada tahun 

ini 

mengikuti 

Nilai 

Sekretariat 

Daerah 

77,4 

(Kategori 

BB) 

  Nilai SAKIP 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Kategori 

A 

- 

*Nilai 

SAKIP pada 

tahun ini 

mengikuti 

Nilai 

Sekretariat 

Daerah 

- 

*Nilai 

SAKIP pada 

tahun ini 

mengikuti 

Nilai 

Sekretariat 

Daerah 

86,06 

(Kategori 

A) 

  Persentase 

Indikator 

Program 

Perangkat 

Daerah yang 

tercapai 

100% 100% 100% 99% 
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No

. 

Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi 

2020 2021 2022 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

  Persentase 

Realisasi 

Anggaran 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

90% 84% 52,4% 93% 

  Indeks 

Profesionalit

as ASN 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Kategori 

Tinggi 

- 82,33 

(Kategori 

Tinggi) 

*Nilai IP 

ASN 

tahun 

2022 

belum ada 

3. Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Inovasi yang 

berkelanjuta

n Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

1 Inovasi - 1 Inovasi 1 Inovasi 

*pengemb

angan 

tahun 

2021 

 

3.1.2. Capaian Kegiatan dan Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 

Pada bagian ini akan diuraikan lebih detail terkait Program dan Kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mojokerto di tahun 2022. Program dan kegiatan tentunya dilaksanakan guna mendukung 

Pencapaian Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Berikut ini merupakan Pencapaian Kegiatan dan Program 

pada table 3.3. Data Realisasi dan Capain yang disajikan pada table 3.3 diperoleh dari Formulir 

E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, Periode 

Pelaksanaan Triwulan 4 
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Tabel 3.3 

Pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2022 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja  

Target Realisasi Capaian (%) 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Pemerintah 

Persentase 

pengadaan yang 

dihasilkan 

melalui UKPBJ 

97% 99% 100% 

Jumlah waktu 

pemenuhan 

kebutuhan 

operasional LPSE 

12 bulan 12 bulan 100% 

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

pembinaan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

100 peserta 100 peserta 100% 

 

Selanjutnya disajikan Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan Bagian PBJ pada tahun 

2022 pada tabel 3.4. Data perbandingan realisasi kinerja yang disajikan pada table 3.4 diperoleh 

dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tahun 

sebelumnya. 

Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan  

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target 

Realisasi (Th) 

2020 2021 2022 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Persentase 

pengadaan yang 

dihasilkan melalui 

UKPBJ 

97% - 103% 99% 

  Jumlah waktu 

pemenuhan 

100% - 100% 100% 
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kebutuhan 

operasional LPSE 

  Jumlah peserta 

yang mengikuti 

pembinaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

100% - 100% 100% 

 

Selanjutnya, diuraikan perbandingan Indikator Kinerja sampai dengan akhir periode 

RPJMD/RENSTRA pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA 

No. Sasaran Strategis Indikator  Target 

Akhir 

RPJMD/ 

RENSTRA 

Realisasi Tingkat 

Kemajuan 

1. Meningkatnya Fasilitasi 

dan Koordinasi Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah 

Maturitas 

Penerapan 

UKPBJ 

Level 3 Level 2 90% 

Persentase 

pengadaan yang 

dihasilkan 

melalui UKPBJ 

97% 97% 100% 

Jumlah waktu 

pemenuhan 

kebutuhan 

operasional 

LPSE 

60 bulan 12 bulan 20% 

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

pembinaan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

500 peserta 100 

peserta 

20% 

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional ditampilkan pada tabel 3.6, namun 

karena tidak ada Data Realisasi Nasional yang dapat diperbandingkan, maka data pada tabel 

3.6 diisi (-). 
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Tabel 3.6 

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 

No. Sasaran Strategis Indikator  Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Nasional 

Ket 

 (+/-) 

1. Meningkatnya Fasilitasi 

dan Koordinasi Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah 

Maturitas 

Penerapan 

UKPBJ 

- - - 

Persentase 

pengadaan yang 

dihasilkan 

melalui UKPBJ 

- - - 

Jumlah waktu 

pemenuhan 

kebutuhan 

operasional 

LPSE 

- - - 

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

pembinaan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

- - - 

 

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan 

Dalam pencapaian realisasi anggaran maupun pencapaian kinerja dapat dilihat pada bab 

sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja memenuhi 

target dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 92,79%. Dari analisis SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity dan Treath) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan koordinasi antar satuan, ketersediaan sarana dan prasarana,  komunikasi, 

transportasi dan peralatan, ketersediaan sumber dana dalam mendukung pelaksanaan 

tugas dan adanya pembagian tugas yang jelas antar sub bagian berdasarkan Peraturan 

Bupati No 73 Tahun 2021, merupakan faktor landasan hukum dalam mendukung 

kinerja instansi. Dengan dukungan karyawan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto yang berjumlah 21 orang PNS, dan 1 orang 

THL dengan 2 orang berpendidikan Strata 2, 18 orang berpendidikan Strata 1, 2 orang 
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berpendidikan Diploma 3, merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan misi 

dan tujuan organisasi. 

b. Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk pertengahan tahun 2018 masih 

banyak item yang harus dipersiapkan, baik dari sisi organisasi, tata laksana, sumber 

daya manusia dan manajemen. Di sisi lain tugas dan fungsi organisasi harus tetap 

dijalankan oleh personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang jumlahnya terbatas, 

dengan kata lain intensitas/beban pekerjaan menjadi lebih besar, sehingga penyelesaian 

pekerjaan tidak optimal.  

c. Dengan segala keterbatasan sebagai perangkat daerah yang berada dalam naungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan 

daerah masih memungkinkan penggunaan anggaran dari bagian lain untuk mendukung 

operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.  

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang salah satu fungsinya adalah “pelaksanaan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa” menjadi 

momok tersendiri bagi ASN karena banyak kasus hukum yang terkait dengan 

pelaksanaan fungsi tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya memenuhi 

kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa, dimana pada tahun 

2022  ini sudah dapat direalisasikan namun belum optimal. 

 

Beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan/ kegagalan beserta alternatif 

solusi yang telah dilakukan dijelaskan pada tabel 3.7 di bawah ini: 

Tabel 3.7 

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 

No. Indikator Kinerja Keberhasilan/ Kegagalan Solusi 

1. Maturitas Penerapan 

UKPBJ 

• Bagian PBJ Setda 

Kabupaten Mojokerto 

telah mencapai tingkat 

kematangan Level 2 pada 

tahun 2022.  

• Pemenuhan bukti dukung 

untuk maturitas Level 3 

sudah terpenuhi, namun 

Level Maturitas Bagian 

PBJ Setda Kabupaten 

Mojokerto belum 

menjadi Level 3 karena 

Bersurat kepada Lembaga 

Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Republik Indonesia   

terkait Permohonan 

Percepatan Proses 

Verifikasi Bukti Dukung 

Kematangan UKPBJ level 

3 (proaktif) 
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No. Indikator Kinerja Keberhasilan/ Kegagalan Solusi 

masih menunggu 

verifikasi oleh LKPP. 

2. Persentase pengadaan 

barang dan jasa yang 

dihasilkan melaui UKPBJ 

Masalah teknis 

pengupdatean Apliksi SPSE 

yang terjadi di tengah proses 

pemilihan 

Update aplikasi SPSE di 

awal tahun atau akhir 

tahun 

3.  Jumlah waktu 

pemenuhan kebutuhan 

operasional LPSE 

Belum memiliki tenaga IT 

LPSE yang mengelola SPSE 

Bersurat ke Bapak 

Sekretaris Daerah terkait 

permohonan tenaga IT 

LPSE 

4. Jumlah Peserta yang 

mengikuti pembinaan 

pengadaan barang jasa 

Belum optimalnya 

pengetahuan dan 

pemahaman pelaku 

pengadaan barang / jasa 

tentang e-katalog lokal 

Lebih intensif pembinaan 

kepada pelaku pengadaan 

barang / jasa tentang e-

katalog lokal 

3.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 

3.2.1. Sumber Daya Keuangan 

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang 

memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Berikut ini disajikan alokasi 

anggaran per sasaran Pembangunan pada tabel 3.8 

Tabel 3.8 

Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator  Anggaran (Rp) Anggaran 

(%) 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Maturitas Penerapan 

UKPBJ 

Rp 585.000.000 100% 

Persentase pengadaan yang 

dihasilkan melalui UKPBJ 

Rp 385.000.000 65,8% 

Jumlah waktu pemenuhan 

kebutuhan operasional 

LPSE 

Rp 100.000.000 17,1% 

Jumlah peserta yang 

mengikuti pembinaan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Rp 100.000.000 17,1% 



20 

 

Tabel 3.9 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator  Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Pemerintah 

Maturitas Penerapan 

UKPBJ 

Level 2 Level 2 100% Rp 585.000.000 Rp 542.793.123 92,78% 

Persentase 

pengadaan yang 

dihasilkan melalui 

UKPBJ 

97% 97% 100% Rp 385.000.000 Rp 365.441.400 95% 

Jumlah waktu 

pemenuhan 

kebutuhan 

operasional LPSE 

12 bulan 12 bulan 100% Rp 100.000.000 Rp 87.426.723 87% 

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

pembinaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

100 peserta 100 peserta 100% Rp 100.000.000 Rp 89.925.000 90% 
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Tabel 3.10 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator  % Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1. Meningkatnya 

Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Dalam 

Penyelenggaraan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Maturitas 

Penerapan 

UKPBJ 

99% 93% 106% 

Persentase 

pengadaan yang 

dihasilkan 

melalui UKPBJ 

97% 95% 103% 

Jumlah waktu 

pemenuhan 

kebutuhan 

operasional 

LPSE 

100% 87% 115% 

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

pembinaan 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

100% 90% 111% 

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran
 𝑥 100 

 

Tabel 3.11 

Realisasi Anggaran  

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto 

NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp.)  Realisasi 

(Rp.) % 

1 Program Perekonomian dan 

Pembangunan 

585.000.000 542.793.123 92,79 

 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

585.000.000 542.793.123 92,79 

 -  Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa 

385.000.000 365.441.400 94,91 

 -  Pengelolaan Pelayanan 

Pengadaan Secara Elektronik 

100.000.000 87.426.723 87,42 
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Secara 

 -  Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

100.000.000 89.925.000 89,92 

TOTAL 585.000.000 542.793.123 92,79 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan 

kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik dan sistem 

akuntabilitas yang memadai. 

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat 

pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini 

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini diharapkan 

akan menumbuhkan saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal 

dan eksternal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Dengan diterbitkannya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten 

dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan kinerja 

yang semestinya dengan harapan merupakan sumbangan yang signifikan dalam memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan Kinerja Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu: 

1) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD guna kelancaran pekerjaan. 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan seluruh OPD. 

3) Dalam menghadapi hambatan terkait keterbatasan jumlah SDM pada Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka kami akan 

memaksimalkan dan mengembangkan potensi SDM yang ada dengan mengirimkan 

personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan-kegiatan pelatihan/bimtek. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 – Data Tingkat Maturitas Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto 
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Lampiran 2 – Sumber Data Nilai Reformasi Birokrasi 
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Lampiran 3 – Sumber Data Nilai SAKIP  
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Lampiran 4 – Sumber Data Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 

(Formulir E-81) 
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Lampiran 5 – Sumber Data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022  
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Lampiran 6 – Sumber Data Inovasi Bagian PBJ Tahun 2022 
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